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Masalah pokok yang dibahas dalam tesis ini adalah 1) Penggunaan hak ex
officio Hakim Pengadilan Agama Palopo terhadap putusan verstek perkara cerai
talak yang berkeadilan, 2) Eksekusi Pengadilan Agama Palopo terkait pemberian
nafkah mut’ah dan iddah dalam putusan nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Plp , 3)
Pandangan hukum Islam terhadap hak- hak perempuan setelah perceraian dalam
putusan nomor 25/Pdt.G/2023/Pdt.Plp dan putusan nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Plp
di Pengadilan Agama Palopo ?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris untuk
mendukung penelitian hukum empiris ini, digunakan pendekatan normatif, dan
pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui
tiga langkah yaitu reduksi data terhadap instansi yang berkaitan dengan hak ex
officio Hakim terhadap putusan cerai verstek yang berkeadilan di Pengadilan
Agama Palopo, display data atau penyajian data hasil penelitian, sehingga ditarik
kesimpulan yang menjawab permasalahan dari penelitian ini.

Hasil penelitian 1) Penggunaan hak ex officio Hakim Pengadilan Agama
Palopo terhadap putusan verstek perkara cerai talak yang berkeadilan adalah
penetapan putusan di luar petitum pemohon oleh Hakim dengan menetapkan
kadar nafkah untuk mantan istri, karena kurangnya kesadaran perempuan untuk
menuntut hak-haknya pasca perceraian dibuktikan dengan ketidakhadirannya saat
persidangan, yang didasarkan limitasi atau pembatasan, 2) Eksekusi Pengadilan
Agama Palopo terkait pemberian nafkah mut’ah dan iddah dalam Putusan nomor
25/Pdt.G/2023/PA.Plp adalah secara konsinyasi karena mantan istri tidak hadir,
saat sidang pembacaan ikrar talak, 3) Pandangan hukum Islam terhadap hak- hak
perempuan setelah perceraian dalam putusan nomor 25/Pdt.G/2023/Pdt.Plp dan
Putusan  nomor 7/Pdt.G/2023/PA.PIp di Pengadilan Agama Palopo adalah
diberikannya nafkah iddah, mut’ah, madhiyah, hadhanah dan mahar yang
terhutang kepada mantan istri, sesuai dengan limitasi.
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The main issues discussed in this thesis are 1) The use of the Palopo
Religious Court Judge's ex officio rights regarding the verstek decision in a
divorce divorce case that is fair, 2) The execution of the Palopo Religious Court
regarding the granting of mut'ah and iddah support in decision number 25/Pdt/G.
2023/PA.PIp, 3) Islamic law's view of women's rights after divorce in decision
number 25/Pdt.G/2023/Pdt.Plp and decision number 7/Pdt.G/2023/PA.Plp at the
Palopo Religious Court ?

The type of research used is empirical legal research to support this
empirical legal research, a normative approach and a statutory approach are used.
Data collection techniques were carried out using interviews, observation and
documentation. The data analysis technique was carried out in three steps, namely
data reduction for agencies related to the Judge's ex officio rights regarding a fair
divorce decision at the Palopo Religious Court, data display or presentation of
research data, so that conclusions were drawn that answered the problems of this
research.

Research results 1) The use of the ex officio right of the Judge of the
Palopo Religious Court regarding the verstek decision in a divorce divorce case
that is just, is the determination of a decision outside of the applicant's petitum by
the Judge, due to the lack of awareness of women to demand their rights after
divorce as evidenced by their absence at the trial, which is based on limitations. or
restrictions, 2) The Palopo Religious Court's execution regarding the granting of
mut'ah and iddah support in Decision number 25/Pdt.G/2023/PA.PIp was on
consignment because the ex-wife was not present at the hearing for the reading of
the divorce vow. 3) The view of Islamic law towards women's rights after divorce
in decision number 25/Pdt.G/ 2023/Pdt.Plp and Decision number
7/Pdt.G/2023/PA.Plp in the Palopo Religious Court is that the provision of iddah
living, mut ‘ah, madhiyah, hadhanah and dowry owed to the ex-wife, according to
the limitations.
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